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[ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

PEMBERIAN _
I, ANSHORY

MADRASAH TSANAW [YAH A
KABUPATEN PURWU REJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA

AN AGAMA Pixt WINST JAWA TENCGAH,

bahwa dalam rangke pelaksanaan ketentuan Pasal P ayat (2)
Peraturan Menter1 Agama Nomor 90 Tahun }'!fll-'.‘r. H‘HLf]I?H
Penyelenggarann Pendidikan Madrasah, |‘*|l:t'.1ll. rm?ml.:crnkmj 1zin
operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengan;

bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasmﬂt
yang bermutu, periu memberikan kesempatan masyarakat melalti
organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan macdrasah
sesuai dengan standar nasional pendidikan;

piran Keputusan ini

hahwa Madrasah yang tercanium dalam Lam
dan kelayakan

telah memenuli persyaratan administratif, teknis,
yang telah ditetapkan,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan ¢ di atas, periu menetapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang
Pemberian lzin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al

Anshory Kabupaten Purworejo;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor TR, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesin
Moo 4130 1),

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4586];

Pur;llt.urun Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tenlanpg Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomer 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
["w'r!turnn Pemerintnh Nomor 19 Tehun 2005 tentang Standar
;I;;;;n;qzd Funr;i{!iknn_ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tﬁhun
il ;2};&'}:_ I, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia

4, Peraturan...



4. 1 |
;‘tll‘aFllran Hi:-rgr_-rmmh Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wanb
T:hﬂ.]ﬂr Pendidikan Dasar (Lembaran Negiara Republik Indonesin
un ?UGB Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republil
Indonesia Nomor 4863);

9, Perﬂt.ui:an Pemerintah Nomor 48 Tabun 2008 tentang Pendannan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2008

Nemor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahiun 2008 tentang Gury
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 494 1);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomer 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona! Nomor 24 Tahun 2007
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona! Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidilcan il
Kabupaten /lota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minima)
Pendicdiknn di Knbupnten/ Kotn;

10, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tehun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawes Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
(Berica Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2086)
scbagaimana telah diubgh dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684j;

11, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Drpanisagi don Tata Kerje Instansi Vertikal Kementerian Agama
(Herita Negare Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851},

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peratuaran Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor
90 Tahun 2013 tentang Penyelengegaraan Pendidikan Madrasah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomeoer 2101);

MEMUTUSKAN ... ‘i



Menetaploan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAN KEMENTERIAN
AGAMA PROVINS] JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN TZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL
ANSHORY KABUPATEN PURWORIEJO

Pendician  Madrasah kepads

Memberikan lzin Operasional
Lampiran yang

Madrasah sebapgaimana tercantum  dalam
merupakan bagian Hdak terpisahkan dard Keputusan inl

Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah vang

bersangkutan wajib!

i, Menyampailcan laporan perkembian g Maudrasah .
Kepala Kantor Kementerian Agami yang memuat paling
sedikit perkembangan jumiah pesertn didik, pelaksannarn
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar Sardna
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar
dan tenaga kependidikan; dan/atau

kepada

e cidik

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
sekolah /madrasah kepada BAP-S/M sesual ketentuan

peraluran perundang-undangan,

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf
b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelavanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf
b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabul.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.,

Ditetapican di Semarang,
pada tanggal 4 Juli 2018




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTISIRIAN ACAMA
PROVINGT JAWA TENGAH

NOMOR V977 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN [ZIN PENDIRIAN MALIRASAN THANAWIYATL AL ANSHORY
KABUPATEN PURWOQRILIO

IDENTITAS MADRASAI YANG DIBERIKAN 1ZIN OPERASIONAL

1 |Nnmn Madraanh MTH, AL ANSHORY
2 |Nomor Statistik Madrasah 121233060015
a4 |Alamat Madrasnh Tulusrejo

Dann [ Kelurahan Tulusrejo

!‘ ” Kecnmatan CGrabag
Kabupaten Purworgjo

Provinsi Jawa Tengah

Nama Organisasi Penyelenggara |[YAYASAN AL ANSHORY

5 |Akte Notaris Organisasi Ne. 5 Desl Purnaningsih, SH,,M.KN Tanggal
Penyelenggara 5 Apusius 2010

6 |Pengesahan Akte Notaris AMU-0031572.AH.01.04. Tahun 2016
Organisasi Penyelengpara Tanggal 10 Agusius 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH




